
 

   

 

 

   

 

 
  PENGUMUMAN 
 

NOMOR : 810/16364/BKD 

 

TENTANG 

 

PELAKSANAAN PEMBERKASAN BAGI PESERTA YANG LULUS SELEKSI PEGAWAI 

PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

PROVINSI BALI TAHUN 2019  

 

 

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V 249-2/99 

tanggal 3 Desember 2020 Perihal usul Penetapan NI PPPK secara elektronik, bersama ini 

disampaikan sebagai berikut : 

yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan 

pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 

2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 

tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau 

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk 

BUMN/BUMD); 

3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI; 

4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; 

5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah. 

yang berisi tentang : 

1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

a. Pas photo terbaru dengan latar belakang berwarna merah; 

b. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,-; 

c. Ijazah dan transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan; 

d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,-

1.  Peserta  seleksi  PPPK  yang  lulus  seleksi  sebagaimana  Pengumuman 

Panitia  Seleksi  Pengadaan  PPPK  Pemerintah Provinsi  Bali  Tahun 2019 Nomor 

810/5870/BKD  tanggal  10  April  2019  tentang  Hasil  Seleksi  Kompetensi  dan 

Wawancara Pada Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk 

melakukan pemberkasan usul penetapan NI PPPK dengan melengkapi : 



  

 

 

   

 

e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani. 

g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, 

prekursor, dan zat adiktif lainnya. 

2. Pemeriksaan penggunaan Narkotika, Psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta 

pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Bali Mandara Provinsi Bali pada tanggal 11 Desember 2020. 

3. Softcopy hasil scan asli dokumen sebagaimana disebut dalam angka 1 diatas 

disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali sampai dengan tanggal           

18 Desember 2020 melalui email : bkd@baliprov.go.id 

 

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian. 

 
 

Bali, 7 Desember 2020 
 
KEPALA BADAN, 
KETUT LIHADNYANA 
NIP. 196506011992011001 
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